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Binaperta K3 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana ASEAN-

OSHNET mengukur 

keberhasilan program dan 

inisiatifnya dalam bidang 

K3? 

ASEAN-OSHNET mengukur keberhasilan 

program K3 melalui beberapa metode. Pertama, 

mereka menggunakan Indikator Kinerja Utama 

(KPI) untuk menilai efektivitas program, seperti 

jumlah pelatihan yang dilakukan dan partisipasi 

negara anggota. Kedua, ada pelaporan dan 

evaluasi berkala di mana negara anggota 

melaporkan perkembangan implementasi 

program K3. Ketiga, ASEAN-OSHNET 

mengadakan pertemuan dan workshop rutin 

untuk membahas tantangan dan berbagi praktik 

terbaik. Keempat, mereka menggunakan 

ASEAN-OSHNET Scorecard untuk memantau 

data terkait kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. Namun, pelaporan ini bersifat 

umum dan tidak dibahas secara mendetail 

dalam forum khusus. Selain itu, survei dan studi 

juga dilakukan untuk mengumpulkan umpan 

balik dari pemangku kepentingan. Keberhasilan 

juga diukur melalui tingkat kerja sama antar 
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No. Pertanyaan Jawaban 

negara anggota dan pencapaian rencana kerja 

lima tahunan yang telah disepakati. 

2. Bagaimana kerjasama 

Indonesia- ASEAN dalam 

kerangka ASEAN- 

OSHNET mempengaruhi 

kebijkana K3 di Indonesia? 

Kerja sama Indonesia dengan ASEAN dalam 

kerangka ASEAN-OSHNET tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan K3 di Indonesia. Ini 

karena ASEAN-OSHNET lebih fokus pada 

kerja sama sukarela dan berbagi praktik terbaik, 

bukan pada intervensi langsung terhadap 

kebijakan nasional. Meskipun platform ini 

menyediakan ruang untuk diskusi dan 

pengembangan pedoman K3, penerapan dan 

penyesuaian kebijakan tetap berada di tangan 

pemerintah Indonesia. Merumuskan kebijakan 

nasional, terutama di tingkat kementerian dan 

stakeholder utama, tidak serta-merta 

mengadopsi hasil dari ASEAN-OSHNET. Jadi, 

meskipun kerja sama ini bisa memberikan 

wawasan dan rekomendasi, keputusan akhir 

tetap disesuaikan dengan prioritas dan 

kebutuhan dalam negeri, tanpa kewajiban untuk 

mengikuti saran ASEAN-OSHNET yang tidak 

memiliki hak untuk mengintervensi atau 

bersifat mandatori. 

3. Apakah ada dampak yang 

signifikan dari kerja sama 

Indonesia dan ASEAN 

dalam kerangka ASEAN-

OSHNET terhadap standar 

Dampak kerja sama Indonesia dengan ASEAN 

dalam kerangka ASEAN-OSHNET terhadap 

standar dan regulasi K3 di Indonesia sebenarnya 

agak sulit diukur secara konkret dan kami sulit 

mengukurnya secara jelas. Meskipun kita 
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No. Pertanyaan Jawaban 

dan regulasi K3 di 

Indonesia? 

Berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik 

dengan ASEAN- OSHNET, pengaruh 

langsungnya terhadap perubahan kebijakan K3 

di Indonesia tidak terlalu terlihat. Ini karena 

kerja sama ini bersifat sukarela dan tidak 

mengikat, jadi tidak ada cara pasti untuk 

mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam 

mengubah sistem K3 nasional kita. Penyesuaian 

kebijakan K3 tetap bergantung pada prioritas 

dan kondisi nasional kita sendiri. Namun, yang 

perlu dicatat adalah bahwa semua negara, 

termasuk Indonesia, pasti menerapkan sistem 

K3 karena jika tidak, dampaknya bisa langsung 

dirasakan. Selain itu, faktor-faktor lokal seperti 

kebutuhan industri, dukungan pemerintah, dan 

tekanan ekonomi serta sosial memiliki peran 

yang lebih besar dalam membentuk regulasi dan 

standar K3 di Indonesia dibandingkan dengan 

pengaruh dari ASEAN- OSHNET. 

4. Apa peran lembaga dan 

organisasi internasional 

maupun nasional dalam 

pembuatan dan pelaksanaan 

sistem K3 di Indonesia? 

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat 

terhadap perlindungan pekerja dengan 

meratifikasi berbagai konvensi dari Organisasi 

Buruh Internasional (ILO). Misalnya, kita telah 

meratifikasi Konvensi ILO No. 29 dan No. 105 

untuk menghapus kerja paksa, serta Konvensi 

No. 87 dan No. 98 yang menjamin kebebasan 

berserikat dan hak untuk berunding bersama. 

Kesetaraan pengupahan diatur dalam Konvensi 
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No. 100, sementara diskriminasi dalam 

pekerjaan diatur dalam Konvensi No. 111. 

Konvensi No. 138 dan No. 182 melindungi anak 

dari pekerjaan buruk, dan Konvensi No. 187 

fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. 

Konvensi lainnya seperti No. 81 dan No. 144 

meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan 

dan konsultasi tripartit. Dengan meratifikasi 

konvensi- konvensi ini, Indonesia memperkuat 

hukum nasional terkait keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta berkomitmen 

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan 

sehat sesuai standar internasional.  

5. Apa saja program dan 

pelatihan kerja yang 

dicadangkan oleh pihak 

kementerian guna 

menegakkan regulasi dan 

peraturan K3 di sektor 

pekerja? 

Di Indonesia, pelaksanaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

adalah langkah penting untuk memastikan 

keselamatan di tempat kerja dikelola dengan 

baik. Program ini diatur ketat oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan wajib 

mengembangkan dan menerapkan SMK3 sesuai 

pedoman yang ada, termasuk menetapkan 

tanggung jawab dan prosedur. Perusahaan juga 

harus merencanakan dan mengelola risiko 

dengan hati-hati agar potensi bahaya bisa 

diminimalkan dan tempat kerja tetap aman serta 

produktif. 
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6. Bagaimana perkembangan 

sistem K3 di Indonesia dulu 

hingga sekarang? 

Indonesia sudah lama dikenal memiliki sistem 

K3 yang unggul sebelum adanya ASEAN-

OSHNET. Sejak awal, Indonesia telah 

mengembangkan berbagai regulasi dan 

kebijakan untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan kerja di berbagai sektor. Langkah-

langkah ini termasuk penguatan peraturan, 

implementasi sistem manajemen K3 yang 

komprehensif, serta program-program yang 

melibatkan semua pihak terkait, mulai dari 

pemerintah, pengusaha, hingga pekerja dan 

lembaga Pendidikan. Sebagai negara dengan 

pengalaman yang mendalam dalam penerapan 

K3, Indonesia memainkan peran penting dalam 

mendorong terbentuknya ASEAN-OSHNET. 

Indonesia tidak hanya menjadi salah satu 

pelopor dalam inisiatif ini, tetapi juga aktif 

merangkul negara-negara ASEAN lainnya 

untuk meningkatkan standar K3 di kawasan. 

Melalui ASEAN-OSHNET, Indonesia berbagi 

pengalaman dan praktik terbaiknya, membantu 

negara-negara tetangga dalam mengembangkan 

dan memperkuat sistem K3 mereka sendiri. 

Pendekatan ini menunjukkan komitmen 

Indonesia untuk tidak hanya memperbaiki 

kondisi kerja di dalam negeri, tetapi juga 

berkontribusi pada peningkatan standar 
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keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat 

regional. 

7. Bagaimana peran Indonesia 

memberikan ide dan inovasi 

terkait K3 di dalam 

kerangka ASEAN-

OSHNET? 

Negara-negara yang aktif dalam memberikan 

inovasi dan program kerja K3 sering 

berkoordinasi dan bertukar ide tentang sistem 

K3 mereka. Kadang-kadang, negara-negara 

dengan program serupa bisa memiliki 

pandangan berbeda. Misalnya, saat Indonesia 

mengusulkan program penanggulangan HIV, 

Singapura tidak setuju karena merasa program 

ini sudah sering diangkat dalam ASEAN-

OSHNET. Namun, Indonesia berpendapat 

bahwa meskipun sering dibahas, koordinasi 

program HIV kali ini berbeda dari sebelumnya. 

Setiap negara mengusulkan isu-isu K3 mereka, 

dan jika isu tersebut disetujui oleh semua negara 

anggota, maka bisa menjadi bagian dari 

program tahunan. Menyusun program kerja 

untuk ASEAN-OSHNET tidak mudah karena 

harus melalui pertimbangan semua pihak dan 

harus memberikan manfaat bagi semua negara 

anggota. 

8. Bagaimana sistem 

penjalanan program kerja 

ASEAN-OSHNET yang 

memiliki efektifitas baik? 

Untuk menjalankan program K3 dalam 

ASEAN-OSHNET, pendanaan sepenuhnya 

bersifat mandiri. Artinya, negara- negara 

anggota yang terlibat harus menanggung biaya 

program mereka sendiri. ASEAN-OSHNET 

tidak memberikan dukungan dana langsung. 
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Meskipun ada bantuan dana dari sekretariat 

ASEAN, ILO, dan UNDP, biasanya dana yang 

diberikan hanya mencakup sebagian dari 

kebutuhan total program. Ini bisa jadi masalah, 

terutama untuk program yang membutuhkan 

dana besar untuk peningkatan K3. Negara- 

negara anggota perlu mempertimbangkan hal 

ini dengan hati- hati saat merumuskan dan 

melaksanakan program kerja. Mereka harus 

memastikan bahwa meskipun program yang 

diajukan sangat relevan dan dapat mendorong 

peningkatan K3, kekurangan dana tidak 

menghambat pelaksanaannya secara optimal. 

9. Bagaimana pengaruh 

kerjasama Indonesia-

ASEAN dalam kerangka 

ASEAN-OSHNET yang 

mempengaruhi 

pengembangan kapisitasi 

sistem K3 di Indonesia? 

Pengaruh kerja sama Indonesia-ASEAN dalam 

ASEAN- OSHNET terhadap pengembangan 

K3 di Indonesia sebenarnya sulit diukur secara 

jelas. Ini karena fokus utama tetap pada 

kebijakan nasional kita sendiri. ASEAN-

OSHNET lebih berfungsi sebagai tempat 

berbagi informasi dan praktik terbaik, bukan 

sebagai pengarah kebijakan. Jadi, meskipun ada 

program pelatihan dan lokakarya, dampaknya 

terhadap penguatan K3 di Indonesia tidak 

terlalu terlihat, karena pengembangan K3 di sini 

lebih banyak ditentukan oleh kebijakan dan 

inisiatif nasional kita sendiri. 

10. Sejauh mana kekuatan K3 

dan budaya di Indonesia 

Indonesia berkomitmen kuat untuk terus 

mendorong dan meningkatkan sistem K3. 
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yang dapat mempengaruhi 

pada penurunan angka 

kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja? 

Negara ini telah menjalankan berbagai program 

dan kebijakan yang mengintegrasikan K3 ke 

dalam semua sektor usaha dan pembangunan 

nasional. Pemerintah juga bekerja sama dengan 

sektor swasta dan organisasi internasional untuk 

menjadikan K3 bagian dari budaya kerja di 

Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan 

tidak hanya meningkatkan keselamatan dan 

kesehatan kerja, tetapi juga produktivitas dan 

daya saing pekerja Indonesia di pasar global. 

Tanggal Wawancara : 24 Juli 2024 

Nama Narasumber : Dwi Fertasari, S.Sos., M.Si., M.Si.M. 

Jabatan/Posisi  : HKLN/Koordinator Kerjasama dan Sub-koordinator Binap2k3 

Binaperta K3 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana ASEAN-

OSHNET mengukur 

keberhasilan program dan 

inisiatifnya dalam bidang 

K3? 

ASEAN-OSHNET mengukur keberhasilan 

program K3 melalui beberapa metode. Pertama, 

mereka menggunakan Indikator Kinerja Utama 

(KPI) untuk menilai efektivitas program, seperti 

jumlah pelatihan yang dilakukan dan partisipasi 

negara anggota. Kedua, ada pelaporan dan 

evaluasi berkala di mana negara anggota 
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melaporkan perkembangan implementasi 

program K3. Ketiga, ASEAN-OSHNET 

mengadakan pertemuan dan workshop rutin 

untuk membahas tantangan dan berbagi praktik 

terbaik. Keempat, mereka menggunakan 

ASEAN-OSHNET Scorecard untuk memantau 

data terkait kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. Namun, pelaporan ini bersifat 

umum dan tidak dibahas secara mendetail 

dalam forum khusus. Selain itu, survei dan studi 

juga dilakukan untuk mengumpulkan umpan 

balik dari pemangku kepentingan. Keberhasilan 

juga diukur melalui tingkat kerja sama antar 

negara anggota dan pencapaian rencana kerja 

lima tahunan yang telah disepakati. 

2. Bagaimana kerjasama 

Indonesia- ASEAN dalam 

kerangka ASEAN- 

OSHNET mempengaruhi 

kebijkana K3 di Indonesia? 

Kerja sama Indonesia dengan ASEAN dalam 

kerangka ASEAN-OSHNET tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan K3 di Indonesia. Ini 

karena ASEAN-OSHNET lebih fokus pada 

kerja sama sukarela dan berbagi praktik terbaik, 
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bukan pada intervensi langsung terhadap 

kebijakan nasional. Meskipun platform ini 

menyediakan ruang untuk diskusi dan 

pengembangan pedoman K3, penerapan dan 

penyesuaian kebijakan tetap berada di tangan 

pemerintah Indonesia. Merumuskan kebijakan 

nasional, terutama di tingkat kementerian dan 

stakeholder utama, tidak serta-merta 

mengadopsi hasil dari ASEAN-OSHNET. Jadi, 

meskipun kerja sama ini bisa memberikan 

wawasan dan rekomendasi, keputusan akhir 

tetap disesuaikan dengan prioritas dan 

kebutuhan dalam negeri, tanpa kewajiban untuk 

mengikuti saran ASEAN-OSHNET yang tidak 

memiliki hak untuk mengintervensi atau 

bersifat mandatori. 

3. Apakah ada dampak yang 

signifikan dari kerja sama 

Indonesia dan ASEAN 

dalam kerangka ASEAN-

dampak kerja sama Indonesia dengan ASEAN 

dalam kerangka ASEAN-OSHNET terhadap 

standar dan regulasi K3 di Indonesia sebenarnya 

agak sulit diukur secara konkret dan kami sulit 
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OSHNET terhadap standar 

dan regulasi K3 di 

Indonesia? 

mengukurnya secara jelas. Meskipun kita 

berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik 

dengan ASEAN- OSHNET, pengaruh 

langsungnya terhadap perubahan kebijakan K3 

di Indonesia tidak terlalu terlihat. Ini karena 

kerja sama ini bersifat sukarela dan tidak 

mengikat, jadi tidak ada cara pasti untuk 

mengukur seberapa besar pengaruhnya dalam 

mengubah sistem K3 nasional kita. Penyesuaian 

kebijakan K3 tetap bergantung pada prioritas 

dan kondisi nasional kita sendiri. Namun, yang 

perlu dicatat adalah bahwa semua negara, 

termasuk Indonesia, pasti menerapkan sistem 

K3 karena jika tidak, dampaknya bisa langsung 

dirasakan. Selain itu, faktor-faktor lokal seperti 

kebutuhan industri, dukungan pemerintah, dan 

tekanan ekonomi serta sosial memiliki peran 

yang lebih besar dalam membentuk regulasi dan 

standar K3 di Indonesia dibandingkan dengan 

pengaruh dari ASEAN- OSHNET. 
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4. Apa peran lembaga dan 

organisasi internasional 

maupun nasional dalam 

pembuatan dan pelaksanaan 

sistem K3 di Indonesia? 

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat 

terhadap perlindungan pekerja dengan 

meratifikasi berbagai konvensi dari Organisasi 

Buruh Internasional (ILO). Misalnya, kita telah 

meratifikasi Konvensi ILO No. 29 dan No. 105 

untuk menghapus kerja paksa, serta Konvensi 

No. 87 dan No. 98 yang menjamin kebebasan 

berserikat dan hak untuk berunding bersama. 

Kesetaraan pengupahan diatur dalam Konvensi 

No. 100, sementara diskriminasi dalam 

pekerjaan diatur dalam Konvensi No. 111. 

Konvensi No. 138 dan No. 182 melindungi anak 

dari pekerjaan buruk, dan Konvensi No. 187 

fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. 

Konvensi lainnya seperti No. 81 dan No. 144 

meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dan 

konsultasi tripartit. Dengan meratifikasi 

konvensi- konvensi ini, Indonesia memperkuat 

hukum nasional terkait keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta berkomitmen 
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menciptakan lingkungan kerja yang aman dan 

sehat sesuai standar internasional. 

5. Apa saja program dan 

pelatihan kerja yang 

dicadangkan oleh pihak 

kementerian guna 

menegakkan regulasi dan 

peraturan K3 di sektor 

pekerja? 

Di Indonesia, pelaksanaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

adalah langkah penting untuk memastikan 

keselamatan di tempat kerja dikelola dengan 

baik. Program ini diatur ketat oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Setiap perusahaan wajib 

mengembangkan dan menerapkan SMK3 sesuai 

pedoman yang ada, termasuk menetapkan 

tanggung jawab dan prosedur. Perusahaan juga 

harus merencanakan dan mengelola risiko 

dengan hati-hati agar potensi bahaya bisa 

diminimalkan dan tempat kerja tetap aman serta 

produktif. 

6. Bagaimana perkembangan 

sistem K3 di Indonesia dulu 

hingga sekarang? 

Indonesia sudah lama dikenal memiliki sistem 

K3 yang unggul sebelum adanya ASEAN-

OSHNET. Sejak awal, Indonesia telah 

mengembangkan berbagai regulasi dan 

kebijakan untuk menjamin keselamatan dan 
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kesehatan kerja di berbagai sektor. Langkah-

langkah ini termasuk penguatan peraturan, 

implementasi sistem manajemen K3 yang 

komprehensif, serta program-program yang 

melibatkan semua pihak terkait, mulai dari 

pemerintah, pengusaha, hingga pekerja dan 

lembaga Pendidikan. Sebagai negara dengan 

pengalaman yang mendalam dalam penerapan 

K3, Indonesia memainkan peran penting dalam 

mendorong terbentuknya ASEAN-OSHNET. 

Indonesia tidak hanya menjadi salah satu 

pelopor dalam inisiatif ini, tetapi juga aktif 

merangkul negara-negara ASEAN lainnya 

untuk meningkatkan standar K3 di kawasan. 

Melalui ASEAN-OSHNET, Indonesia berbagi 

pengalaman dan praktik terbaiknya, membantu 

negara-negara tetangga dalam mengembangkan 

dan memperkuat sistem K3 mereka sendiri. 

Pendekatan ini menunjukkan komitmen 

Indonesia untuk tidak hanya memperbaiki 

kondisi kerja di dalam negeri, tetapi juga 
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berkontribusi pada peningkatan standar 

keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat 

regional. 

7. Bagaimana peran Indonesia 

memberikan ide dan inovasi 

terkait K3 di dalam 

kerangka ASEAN-

OSHNET? 

Negara-negara yang aktif dalam memberikan 

inovasi dan program kerja K3 sering 

berkoordinasi dan bertukar ide tentang sistem 

K3 mereka. Kadang-kadang, negara-negara 

dengan program serupa bisa memiliki 

pandangan berbeda. Misalnya, saat Indonesia 

mengusulkan program penanggulangan HIV, 

Singapura tidak setuju karena merasa program 

ini sudah sering diangkat dalam ASEAN-

OSHNET. Namun, Indonesia berpendapat 

bahwa meskipun sering dibahas, koordinasi 

program HIV kali ini berbeda dari sebelumnya. 

Setiap negara mengusulkan isu-isu K3 mereka, 

dan jika isu tersebut disetujui oleh semua negara 

anggota, maka bisa menjadi bagian dari 

program tahunan. Menyusun program kerja 

untuk ASEAN-OSHNET tidak mudah karena 
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harus melalui pertimbangan semua pihak dan 

harus memberikan manfaat bagi semua negara 

anggota. 

8. Bagaimana sistem 

penjalanan program kerja 

ASEAN-OSHNET yang 

memiliki efektifitas baik? 

Untuk menjalankan program K3 dalam 

ASEAN-OSHNET, pendanaan sepenuhnya 

bersifat mandiri. Artinya, negara- negara 

anggota yang terlibat harus menanggung biaya 

program mereka sendiri. ASEAN-OSHNET 

tidak memberikan dukungan dana langsung. 

Meskipun ada bantuan dana dari sekretariat 

ASEAN, ILO, dan UNDP, biasanya dana yang 

diberikan hanya mencakup sebagian dari 

kebutuhan total program. Ini bisa jadi masalah, 

terutama untuk program yang membutuhkan 

dana besar untuk peningkatan K3. Negara- 

negara anggota perlu mempertimbangkan hal 

ini dengan hati- hati saat merumuskan dan 

melaksanakan program kerja. Mereka harus 

memastikan bahwa meskipun program yang 

diajukan sangat relevan dan dapat mendorong 
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peningkatan K3, kekurangan dana tidak 

menghambat pelaksanaannya secara optimal. 

Tanggal Wawancara : 24 Juli 2024 

Nama Narasumber : Fitri Nurani, S.S. 

Jabatan/Posisi  : HKLN/Sub-koordinator Kerjasama dan Sub-Koordinator 

Binaperta K3 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana upaya pemerintah 

dalam meningkatkan kesadaran 

K3 di kalangan pekerja dan 

pengusaha? 

Perusahaan wajib melindungi pekerjanya 

dari risiko kecelakaan kerja (KK) dan 

penyakit akibat kerja (PAK) melalui 

program jaminan sosial sesuai regulasi 

yang berlaku. Ini berarti perusahaan harus 

memastikan semua pekerja terdaftar dalam 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

melaporkan setiap kasus KK atau PAK 

kepada dinas ketenagakerjaan dan BPJS 

Ketenagakerjaan setempat dalam waktu 

2x24 jam setelah kejadian atau diagnosis, 

dan memberikan kompensasi berupa 
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Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada 

pekerja yang terkena KK atau PAK. Jika 

pekerja sudah terdaftar di program JKK- 

BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan hanya 

perlu memfasilitasi proses kompensasi. 

Namun, jika pekerja belum terdaftar, 

perusahaan tetap harus memberikan 

kompensasi sesuai regulasi. Dengan 

memenuhi kewajiban ini, perusahaan 

memastikan pekerjanya terlindungi 

dengan baik dan merasa aman dalam 

bekerja. 

2. Bagaimana peran pihak 

kementerian dalam 

mengevaluasi dan 

memperbaharui sistem regulasi 

dan kebijakan sesuai perubahan 

dunia kerja dan tantangan global 

dalam bidang K3? 

Indonesia saat ini tengah mengalami bonus 

demografi dengan pertumbuhan signifikan 

dalam populasi pekerja muda. Meskipun 

ini adalah potensi besar, masalah 

kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat 

kerja (PAK) masih tinggi, terutama di 

kalangan pekerja muda. Dalam konteks ini, 

penerapan keselamatan dan kesehatan 
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kerja (K3) bukan hanya kebutuhan, tetapi 

juga investasi strategis yang sangat penting 

untuk kemajuan dan daya saing Indonesia, 

baik saat ini maupun untuk mencapai target 

Indonesia Emas 2045. K3 harus menjadi 

bagian integral dari pembangunan nasional 

yang mencakup SDM, ekonomi, 

lingkungan, dan sektor pembangunan 

lainnya. Karena itu, edukasi dan 

pembudayaan K3 harus menjadi fokus 

utama, khususnya untuk generasi muda. 

Memperkenalkan prinsip K3 sejak dini, 

baik melalui pendidikan formal maupun 

informal, adalah investasi penting untuk 

membangun SDM yang unggul dan siap 

menghadapi tantangan masa depan. 

3. Apa saja kendala utama yang 

menyebabkan rendahnya klaim 

JKK untuk kasus penyakit akibat 

kerja (PAK) di Indonesia, dan 

Beberapa kendala dalam klaim JKK untuk 

kasus PAK di Indonesia disebabkan oleh 

perusahaan yang tidak melaporkan 

Ketenagakerjaan. Selain itu, dokter 
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langkah apa yang perlu diambil 

untuk mengatasi masalah 

tersebut? 

perusahaan dan Ahli K3 sering 

menghadapi kesulitan melaporkan 

pelanggaran karena khawatir hubungan 

kerja mereka akan terganggu. Ke depan, 

perlindungan hukum bagi dokter 

perusahaan dan Ahli K3 perlu diperkuat 

agar mereka merasa aman melaporkan 

pelanggaran. Potensi kasus PAK 

diperkirakan akan terus meningkat karena 

risiko yang semakin tinggi, tetapi banyak 

kasus yang belum terdeteksi, sehingga 

menciptakan epidemi tersembunyi. 

4. Bagaimana peran dan pengaruh 

yang baik bagi Indonesia 

maupun ASEAN dalam 

membentuk inisiatif dan ide 

terbarukan dalam sistem K3 di 

wilayah ASEAN dan bagaimana 

kontribusi dari Indonesia dan 

ASEAN dalam membuat inisiatif 

ASEAN-OSHNET tergolong lambat 

dalam mengimplementasikan program 

kerja negara anggota. Pertemuan yang 

diadakan setiap lima tahun dengan rentang 

waktu yang cukup panjang seringkali 

belum berhasil mewujudkan program kerja 

yang direncanakan. Peran ASEAN-

OSHNET dalam kerja sama program ini 
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program kerja K3 di ASEAN-

OSHNET? 

tidak begitu dominan. Sebaliknya, negara-

negara dengan wewenang lebih aktif dalam 

mengimplementasikan program tersebut. 

ASEAN-OSHNET bahkan tidak 

memberikan monitoring atau evaluasi 

mendalam mengenai kerjasama program, 

hanya memastikan apakah program 

tersebut berjalan. Namun, dalam 

praktiknya, pelaksanaan program ini 

tergantung pada fokus utama masing-

masing negara anggota dalam menjalankan 

program internasionalnya dan tidak 

dilakukan secara masif. 
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